KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1695 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM
SEBAGAI APLIKASI KHUSUS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Menimbang

Mengingat

a.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan
umum dan untuk memenuhi kebutuhan aplikasi dalam
membantu pengelolaan layanan advokasi atau bantuan
hukum, penyelesaian sengketa, dan menginventarisasi
permasalahan hukum yang sedang dihadapi, perlu
menetapkan Sistem Informasi Permasalahan Hukum
sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum tentang Penetapan Aplikasi Sistem
Informasi Permasalahan Hukum sebagai Aplikasi Khusus

Komisi Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemililhan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Komisi Pemillhan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan
Umum Tahun 2021-2025;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
13/TIK.03/14/2022 tentang Peta Rencana Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan
Umum Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN
HUKUM SEBAGAI APLIKASI KHUSUS KOMISI PEMILIHAN
UMUM.
Menetapkan aplikasi Sistem Informasi Permasalahan Hukum
yang selanjutnya disebut SIKUM sebagai aplikasi khusus
Komisi Pemilihan Umum yang digunakan oleh:
a. Komisi Pemilihan Umum;
b.  Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan/atau
c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Sistem Informasi Permasalahan Hukum yang selanjutnya
disebut SIKUM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan aplikasi khusus yang digunakan untuk membantu
dalam mengelola data perkara dan menginventarisasi
permasalahan hukum sesuai wilayah satuan kerja.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

H

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

Andi Krisna

HASYIM ASY’ARI
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